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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era global ini, politik dan teknologi informasi merupakan dua hal
yang saling berkaitan. Kecepatan teknologi yang dirasakan saat ini membawa
kemudahan untuk mengakses informasi di mana pun dan kapan saja
khususnya informasi tentang politik dan pemerintahan. Masyarakat dengan
mudah bisa mengetahui apa yang terjadi di negaranya. Dengan pengetahuan
maka masyarakat akan lebih kritis dalam menanggapi hal-hal yang
berhubungan dengan politik dan pemerintahan. Dari pengetahuan ini maka

bisa meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Pendidikan politik merupakan salah satu upaya dalam menumbuhkan
kesadaran politik. Masyarakat perlu pendidikan politik agar memiliki
kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Untuk peserta
didik, diperlukan pendidikan politik yang berlangsung di kegiatan sekolah
dengan didukung kemajuan teknologi informasi, melalui kegiatan
ekstrakurikuler maupun aktivitas organisasi. Oleh karena itu, penggunaan
teknologi informasi akan membantu guru Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) dalam memberikan pendidikan politik bagi peserta

didik.



Pendidikan di Indonesia yang diselenggarakan dalam suatu sistem
pendidikan Nasional ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 31 ayat (3).
Pemerintah berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk menciptakan
peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Dalam Pasal 31
ayat (5) juga dijelaskan bahwa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sampai saat ini terus mengalami perubahan dengan cepat,
tetap harus memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila. Dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh meninggalkan
atau bertentangan dengan nilai agama apalagi sampai mengakibatkan konflik
yang menimbulkan perpecahan yang akan mengancam negara kesatuan
Republik Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional. di Indonesia tidak hanya
bertujuan untuk dalam upaya mencerdaskan peserta didik, tetapi juga
berupaya untuk membentuk karakter atau watak yang bermartabat atau
terhormat dan berakhlak mulia. Dengan dibekali kecerdasan, akhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri maka diharapkan akan terbentuk
warga negara yang demokratis dan tanggung jawab sesuai dengan negara

Indonesia sebagai negara demokrasi.

Salah satu upaya dalam menciptakan warga negara yang demokratis
yaitu melalui pendidikan politik di dalam sekolah maupun di masyarakat. Di
dalam kegiatan sekolah, pendidikan politik diwujudkan dalam Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang bertujuan untuk menumbuhkan

sikap nasionalisme peserta didik dalam konteks nilai dan moral Pancasila.



Warga negara yang demokratis adalah warga negara yang sadar akan hukum
dan konstitusi negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Pendidikan
kewarganegaraan mengajarkan bagaimana mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menanamkan nilai dan
semangat Bhineka Tunggal lka. Tujuan pendidikan kewarganegaraan ini
ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan dalam penjelasan Pasal 77 J ayat (1).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai
pendidikan politik dalam konteks negara demokrasi bertujuan untuk
membentuk warga negara yang demokratis sehingga mampu turut
berpartisipasi aktif dalam kehidupan negara Indonesia. Salah satu pendukung
negara demokratis adalah kesadaran warga negara terhadap politik. Oleh
karena itu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dimaksudkan
untuk membentuk peserta didik agar memiliki kemampuan dan berpartisipasi

aktif dalam kehidupan politik.

Untuk menciptakan warga negara yang aktif berpartisipasi dalam
kehidupan politik, diperlukan adanya kesadaran politik. Guru Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam
menumbuhkan kesadaran politik peserta didik. Kesadaran politik siswa yang
dimaksud di sini adalah kesadaran siswa terhadap hak dan kewajibannya
dalam politik yang diperoleh dari pemahaman hak dan kewajiban sebagai

warga negara dalam materi pembelajaran PPKn. Surbakti (2010: 144)



mengemukakan bahwa seseorang dikatakan memiliki kesadaran politik
apabila sadar dan menjalankan hak dan kewajibanya sebagai warga negara.
Seseorang yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi, berarti
seseorang tersebut memiliki kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan

atau situasi politik.

Pendidikan Kewarganegaraan menjadi elemen penting dalam
menciptakan warga neara yang baik dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di
Indonesia. Menurut Doganay (Print & Lange, 2012: 31), Pendidikan
Kewarganegaraan memuat berbagai komponen yang bertujuan untuk
membentuk warga neagra yang baik yaitu meliputi civic knowledge, civic
values, attitudes and dispositions, dan civic skills. Ketrampilan umum dan
ketrampilan partisipasi inilah yang mampu membentuk peserta didik yang
sadar akan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara. Dalam
pendidikan kewarganegaraan tidak hanya memuat komponen pengetahuan
tetapi juga tentang nilai-nilai yang ajan menjadi bekal dalam berpartisipasi

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (civic skills).

Seseorang dikatakan sadar politik jika telah mencapai tahapan
indikator kesadaran politik seperti yang dikemukakan oleh Soekanto (1982:
140) yaitu kesadaran politik tercapai dimulai dari pengetahuan, pemahaman,

sikap dan perilaku terhadap politik.

Pengetahuan politik adalah hal yang sangat penting untuk

menciptakan kesadaran politik. Berawal dari pengetahuan tentang politik



dapat memberikan pengaruh terhadap pemikiran dan motivasi peserta didik.
Dengan adanya pengetahuan mungkin membantu mereka untuk memahami
masalah yang ada dalam kehidupan mereka. Pengetahuan tentang politik
dapat diperoleh dengan mudah melalui media teknologi informasi seperti

berita dari radio, televisi, media cetak maupun dari internet.

Proses pembelajaran yang dimulai dari mencari informasi,
mendiskusikan untuk menemukan solusi, menyampaikan pendapat di depan
kelas bertujuan untuk melatih tanggungjawab siswa. Membentuk karakter
tanggungjawab bisa dimulai dalam lingkungan kecil seperti di kelas agar
memiliki sikap kewarganegaraan yang berkarakter tanggungjawab. Hal ini
bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik.
Warga negara yang baik memiliki karakter tanggungjawab terhadap hak dan
kewajibannya sebagai warga negara, sehingga ketika di kehidupan
masyarakat dihadapkan dengan permasalahan kewarganegaraan mereka akan
merasa tanggungjawab untuk mempengaruhi atau mengkritisi suatu
kebijakan dalam pemerintahan. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk
memahami dan terlibat dalam politik. Pendidikan kewarganegaraan sebagai
pendidikan politik, dengan menggunakan konsep-konsep dasar politik, guru
akan lebih mampu membantu menciptakan ketertiban peserta didik dan
keharmonisan masalah dan isu-isu politik di dunia nyata, sehingga akan

terwujud kesadaran politik.

Dengan adanya globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi

dapat memberi dampak positif bagi peserta didik dalam memperoleh



pengetahuan. Globalisasi merupakan proses meleburnya batas-batas negara
sehingga terbentuklah komunitas masyarakat dunia. Globalisasi ditandai
dengan kemajuan teknologi informasi seperti jaringan internet, penggunaan
gadget yang memudahkan manusia berinteraksi tidak hanya pada tingkat
lokal saja tetapi bisa dengan mudah berkomunikasi pada tingkat internasional
dengan cepat. Pengetahuan bisa diperoleh dari mana saja, khususnya di era
global ini pengetahuan mudah diakses melalui penggunaan media teknologi
informasi, khususnya pengetahuan tentang politik. Sumber pengetahuan bisa
diakses melalui media televisi, internet atau dengan ponsel. Revolusi media
menyebabkan munculnya kecenderungan media (televisi, radio dan surat
kabar) sebagai sumber pengetahuan. Riset Lembaga Survei Indonesia, pada
bulan Maret 2012 menemukan beberapa indikasi tentang ledakan pengguna
internet. Dari hasil survey pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menemukan indikasi ledakan
penggunaan internet dan smartphone. Pengguna internet di Indonesia pada
tahun 2012 mencapai angka persentase sebesar 24,23 persen dari total
penduduk di negara Indonesia atau sekitar 63 juta penduduk. Indonesia
menempati peringkat ketiga dalam daftar pertambahan pengguna internet
tertinggi dunia. Dari angka tersebut dapat diprediksi bahwa tahun mendatang
akan mengalami peningkatan sekitar 30 persen di tahun 2013 atau sebesar 82
juta pengguna internet dan diprediksi akan mencapai jumlah 107 juta. Tahun
2015 diprediksi meningkat hingga 139 juta jiwa atau 50 persen dari jumlah

penduduk Indonesia. Untuk penggunaan smartphone juga mengalami



peningkatan drastis, dari tahun sebelumnya ini tumbuh 36 persen
dibandingkan dengan tahun lalu dengan jumlah 27 juta pengguna (Lembaga

Survei Indonesia, 2013).

Yang menjadi permasalahan dalam ledakan penggunakan media
teknologi informasi (radio, televisi, surat kabar, internet) ini adalah
pengetahuan yang tidak benar, tidak akurat (hoax) yang bertujuan menghasut
masyarakat. Berita hoax menjadi permasalahan nasional karena bisa
mengakibatkan perpecahan, gangguan keamanan dan instabilitas politik
apalagi menjelang tahun politik. Seperti yang dikatakan oleh Anggota DPR
RI Arief Suditomo bahwa penyebaran berita hoax melalui media sosial akan
semakin massif menjelang tahun politik yang dikutip dari Liputan6 bahwa
penyebaran berita hoax banyak terjadi ketika pelaksanaan Pilkada serentak
tahun 2017 khususnya yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung

panas (Ramdhani, 2017).

Media teknologi informasi memberikan kemudahan akses informasi
atau bisa disebut dengan sumber pengetahuan. Kemudahan memperoleh
informasi kurang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan
pengetahuannya tentang politik. Dari berbagai pemanfaatan media teknologi
informasi, yang memilki pengaruh paling besar terhadap pengetahuan politik
adalah melalui televisi yaitu sebesar (75%), disusul radio yang sebanyak
(13%) dan pemanfaat media masa koran sebesar (11%). Data ini diperoleh
dari penelitian yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia tentang tingkat

minat masyarakat terhadap politik. Penonton televisi lebih tertarik



menyaksikan film dan sinetron hingga mencapai 44 persen, sedangkan
pendengar radio lebih gemar mendengarkan musik dan lagu. Masyarakat
yang tertarik dengan berita politik ternyata adalah masyarakat yang memiliki
kegemaran membaca koran, khususnya berita politik dan olahraga. Meskipun
tertarik dalam berita politik, yang menjadi permasalahan adalah kepemilikan
media yang terkait dengan politik akan mempengaruhi konten dan berita
politik tersebut yang memiliki kepentingan politik. Sedangkan untuk
penggunaan internet di Indonesia hanya sebesar 4% yang intens mengikuti
berita politik, bahkan sebesar 87% sama sekali tidak menaruh minat

mengikuti berita politik.

Pengetahuan politik mempengaruhi masyarakat dalam berpartisipasi
politik. Di Yogyakarta pada pemilihan presiden tahun 2014 lalu, Kabupaten
Bantul meraih angka partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 81 % lebih
tinggi dari Kota Yogyakarta yaitu 75% (Prabowo, 2014). D1 Kabupaten
Bantul jika dilihat dari perhitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di
tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun
2014, kecamatan Pajangan menduduki angka tertinggi dalam partisipasi
politik yaitu 85,42% dan kecamatan Bantul sebanyak 84,33%. Persentase

penggunaan hak pilih di Kabupaten Bantul dapat diamati pada tabel 1.



Tabel 1. Persentase Penggunaan Hak Pilih di Kabupaten Bantul

dalam Pemilu 2014

No. | Kecamatan Jumlah Jumlah Pengguna | Persentase
Pemilih Hak Pilih pengguna

hak pilih di

kecamatan
terhadap
pemilih
1 Srandakan 25166 20203 80.28 %
2 Sanden 27143 21156 77.94 %
3 Kretek 24412 19922 81.61 %
4 Pundong 28533 22773 79.81 %
5 Bambanglipuro 33624 26414 78.56 %
6 Pandak 40903 33744 82.50 %
7 Pajangan 26400 22552 85.42 %
8 Bantul 48521 40918 84.33 %
9 Jetis 45291 36735 81.11 %
10 | Imogiri 49462 39017 78.88 %
11 | Dlingo 30614 24619 80.42 %
12 | Banguntapan 83994 67143 79.94 %
13 | Pleret 34742 29133 83.86 %
14 | Piyungan 39034 32553 83.40 %
15 | Sewon 76629 62852 82.02 %
16 | Kasihan 80831 65796 81.40 %
17 | Sedayu 36825 29739 80.76 %

Sumber: KPUD Bantul 2014

Dari sebagian pengguna internet di Indonesia, hampir setengah dari
pengguna internet di Indonesia sebesar (49%) adalah kalangan anak muda
yang berusia 18 hingga 25 tahun (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia).
Artinya di usia ini mereka lebih mudah mengakses informasi apapun,
termasuk berita politik dan pemerintahan. Siswa pendidikan menengah yaitu
siswa yang rata-rata berusia 15-18 tahun perlu dibekali pengetahuan politik
dikarenakan di usia 17 tahun mereka sudah memiliki hak pilih sebagai

pemilih pemula. Angka partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Bantul pada



Pemilu 2014 cukup tinggi yaitu mencapai sekitar 56 ribu orang atau sekitar

9% dari jumlah pemilih.

Sebagian besar pemilih pemula di Kabupaten Bantul berasal dari
kalangan pelajar pendidikan menengah yang masih duduk di bangku kelas
XII dengan rata-rata usia 17-19 tahun. Pelajar pendidikan menengah ini
tersebar di sekolah Kabupaten Bantul. Sekolah tingkat pendidikan menengah
di Kabupaten Bantul, paling banyak berada di Kecamatan Bantul dibanding
dengan kecamatan lainnya karena kecamatan Bantul merupakan pusat
pemerintahan. Dapat diasumsikan bahwa di Kecamatan Bantul banyak
pemilih pemula yaitu siswa tingkat pendidikan menengah, yaitu antara lain
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bantul, MAN 2 Bantul, SMA 17 Bantul,
SMA Muhammadiyah Bantul, SMA Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 2 Bantul,
SMA Negeri 3 Bantul, SMA Patria Bantul, Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) Kesehatan Bantul, SMK Muhammadiyah 1 Bantul, SMK
Muhammadiyah 2 Bantul, SMK Nasional Bantul, SMK Negeri 1 Bantul,
SMK Putra Tama Bantul, SMK SPP Buana Karya, SMK Teknologi Bantul,

SMK Tujuh Belas Bantul (Kemendikbud, 2018).

Pemilih pemula yang rata-rata masih pelajar pendidikan menengah
sangat potensial diberikan pendidikan politik untuk mencapai kesadaran
politik. Indonesia merupakan negara demokrasi yang memiliki tantangan
dalam menjadikan warga negaranya memiliki kesadaran politik. Tentunya
melalui pendidikan politik dalam pembelajaran PPKn dengan kurikulum

2013 yang didukung dengan sumber informasi yang berasal dari teknologi
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informasi diharapkan mampu mendukung kesadaran politik siswa pendidikan
menengah. Melalui kesadaran politik ini, diharapkan pelajar sebagai pemilih
pemula terhindar dari politik uang dan menjadi pemilih yang bersih dari
money politics. Hal ini perlu diperhatikan karena sebagai pemilih pemula
dikhawatirkan dengan mudah dipengaruhi oleh politik uang, karena di
Kabupaten Bantul menjadi salah satu daerah rawan politik uang. Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY mengeluarkan Indeks
Kerawanan Pemilu (IKP). Money politics menjadi salah satu potensi
pelanggaran terbesar di Bantul dan Gunungkidul. Anggota Bawaslu DIY,
Bagus Sarwono menuturkan bahwa potensi politik uang tertinggi berdasar
IKP di DIY yakni Bantul dan Gunungkidul sama-sama memiliki point 2,5

yang cukup rawan (Firmansyah, 2015).

Selain pemanfaatan media teknologi informasi yang mempengaruhi
kesadaran politik siswa, persoalan gender juga mempengaruhi kesadaran
politik. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Perbedaan laki-laki dan
perempuan berdasarkan jenis kelamin dibedakan berdasarkan ciri
biologisnya, sedangkan berdasarkan gender laki-laki dan perempuan berbeda
dilihat dari peran-peran sosial yang timbul dari proses sosial dan budaya.
Gender muncul dari berbagai anggapan masyarakat tentang pembagian
peranan antara laki-laki dan perempuan. Adanya anggapan bahwa perempuan
itu hanya bertugas mengurus rumah tangga sedangkan laki-laki yang
bertanggung jawab mencari natkah mengakibatkan diskriminasi terhadap

kaum perempuan. Misalnya perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi
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karena nanti hanya akan mengurus rumah tangga di rumah. Hal ini
mengakibatkan laki-laki memiliki ruang gerak lebih luas di dalam ruang
publik dibanding dengan kaum perempuan. Seorang remaja perempuan
sering dikatakan jarang terlibat dalam kegiatan politik (Harris, 2008: 483).
Meskipun saat ini anggapan tersebut sudah mulai luntur, tetapi masih ada
stigma yang menganggap perempuan tidak perlu bayak tampil di sektor
publik, karena sudah menjadi kebiasaan bahwa yang selalu tampil di sektor

publik terutama masalah politik sebagian besar didominasi oleh laki-laki.

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi isu kesetaraan gender
di negara demokrasi. Di Indonesia telah ada upaya penyetaraan gender dalam
politik. Peningkatan peran perempuan dalam dunia politik telah dijamin
dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin peningkatan
keterwakilan perempuan di kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dijelaskan
bahwa partai politik harus menyertakan wakil perempuan minimal sebanyak
30% dari angota DPR. Kebijakan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat yang menegaskan bahwa partai politik dapat mengikuti pemilihan
umum dengan syarat harus memenuhi sekurang-kurangnya 30% wakil
perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Sebenarnya sudah
ada jaminan terhadap perempuan dalam peran politik, namun belum
dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum perempuan untuk berperan dalam

politik. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah anggota DPR RI periode 2014-
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2019 yang diwakili perempuan hanya 97 orang dari keseluruhan anggota DPR
yang berjumlah 560 orang (Wulandari, 2018). Artinya wakil perempuan
dalam kursi DPR hanya mencapai 17 persen dan belum memenuhi kuota

minimal 30 persen untuk perempuan.

Beberapa permasalahan gender dalam politik di Indonesia yaitu
dominasi politik oleh kaum laki-laki (Agustino, 2007: 232). Berbagai macam
peraturan politik, kegiatan politik seringkali ditentukan oleh kaum pria. Dapat
dilihat dalam sistem politik Indonesia bahwa sebagaian besar yang
menduduki kursi pemerintahan dan wakil rakyat sebagian besar didominasi
kaum pria. Selain dominasi politik oleh kaum pria, perbedaan warna politik
juga menjadi permasalahan gender dalam politik. Perempuan dalam
kepemimpinan lebih cenderung memprioritaskan permasalahan sosial
kemasyarakatan, sedangkan pria memberikan prioritas politik pada high-

politics.

Dari berbagai anggapan bahwa perempuan tidak perlu aktif dalam
dunia politik, maka mengakibatkan perempuan kurang berminat untuk
menyimak apa yang terjadi dalam sistem kenegaraan khususnya
permasalahan politik. Sikap tersebut akan mengakibatkan rendahnya
kesadaran terhadap politik. Padahal di usia muda peserta didik sebagai
pemilih pemula harus dibekali keterampilan dalam berpolitik yang muncul

dari kesadaran politik.
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Selain permasalahan gender yang mempengaruhi kesadaran politik
siswa, aktivitas organisasi juga memiliki peran dalam menumbuhkan
kesadaran politik siswa. Organisasi sekolah merupakan salah satu sosialisasi
politik. Di sekolah, siswa memperoleh pendidikan politik tidak hanya dalam
kurikulum pembelajaran PPKn saja, tetapi juga diperoleh dari keiatan
ekstrakurikuler dari berbagai macam organisasi siswa. Aktivitas organisasi di
sekolah antara lain organisasi siswa intra sekolah (OSIS), organisasi praja
muda karana (Pramuka), palang merah remaja (PMR), koperasi siswa,
pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka), dan kerohanian Islam (Rohis)

merupakan pendidikan politik di sekolah di luar kegiatan belajar di kelas.

Di dalam kegiatan organisasi, siswa dilatih dan dibina tentang
kepemimpinan. Melalui berbagai pembinaan kepemimpinan ini, maka
diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran siswa akan nilai-nilai
demokrasi dan melatih tanggungjawab yang akan menjadi bekal bagi siswa
untuk kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi yang
menjadi permasalahan yaitu kurangnya pemanfaatan aktivitas organisasi
sekolah sebagai upaya pendidikan politik di sekolah. Hal ini dapat dilihat
dalam kegiatan OSIS siswa hanya sebatas mengembangkan minat dan bakat
melalui berbagai macam program kegiatan OSIS. Tidak semua sekolah
memiliki berbagai organisasi sekolah dikarenakan keterbatasan fasilitas.
Misalnya di sekolah yang memiliki sedikit siswa atau sedikit guru, akan sulit
menjalankan kegiatan organisasi sekolah secara aktif, ketersediaan ruangan

untuk berorganisasi masih terbatas, dan terbatasnya guru pembina organisasi.
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Untuk mengaktifkan organisasi sekolah diperlukan manajemen yang
bagus dari wakil kepala kesiswaan di sekolah dan kerja sama dengan semua
warga di sekolah. Meskipun di setiap sekolah di Indonesia memiliki OSIS
(Organisasi Siswa Intra Sekolah) yang ada di tingkat SMP (Sekolah
Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas), belum tentu OSIS
dapat berjalan aktif tanpa manajemen yang baik dari pihak sekolah dan kerja

sama antar anggota.

Melalui berbagai macam kegiatan organisasi sekolah, siswa akan
memiliki gambaran dalam berpartisipasi politik di masa depan. Ketertarikan
terhadap politik dapat dilihat dari ketertarikan siswa dalam kegiatan
organisasi sekolah bagi siswa di sekolah. Siswa memperoleh pendidikan
politik tidak hanya aspek kognitif dalam proses pembelajaran di kelas, tetapi
akan lebih paham jika dapat terlibat langsung dalam berbagai kegiatan dalam
organisasi siswa. Berawal dari keterlibatan dalam organisasi siswa, akan
melatih siswa untuk terbiasa terlibat dalam kegiatan yang lebih luas di
masyarakat. Dari pemaparan di atas dapat diasumsikan bahwa aktivitas
organisasi di sekolah memberikan peningkatan kesadaran politik siswa jika

dimanfaatkan oleh siswa dan didukung oleh pembina organisasi.

Dari berbagai permasalahan di atas dan di balik tingginya partisipasi
masyarakat Bantul pada pemilu tahun 2014, penulis terdorong untuk
melakukan kajian terhadap kesadaran politik yang dipengaruhi oleh
penggunaan teknologi informasi, gender dan aktivitas organisasi siswa

pendidikan menengah di Kecamatan Bantul. Secara umum, angka partisipasi
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politik masyarakat Bantul yang tinggi bisa disebabkan karena pengetahuan
masyarakat yang tinggi. Penggunaan teknologi informasi, gender dan
aktivitas organisasi yang tinggi apakah memberikan pengaruh pada
pengetahuan politik masyarakat, khususnya kalangan pelajar pendidikan

menengah sebagai pemilih pemula.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan

sebagai berikut.

1. Kemudahan akses informasi melalui teknologi informasi tetapi
masyarakat kurang berminat mengakses informasi yang berkaitan
dengan politik dan pemerintahan.

2. Kesadaran politik masyarakat dimulai dari pengetahuan politik, tetapi
masyarakat Indonesia tidak memiliki minat terhadap berita politik.

3. Mayoritas pengguna internet di Indonesia adalah usia 18-25 tahun yang
dapat dikategorikan sebagai pemilih pemula, tetapi minat terhadap
permasalahan politik rendah.

4. Ledakan penggunaan teknologi informasi berakibat pada penyebaran
berita hoax yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik.

5. Media massa yang dimiliki pihak yang terkait dengan politik akan
mempengaruhi konten dan berita politik tersebut yang memiliki

kepentingan politik.
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10.

11.

12.

13.

. Kabupaten Bantul termasuk salah satu Kabupaten di Yogyakarta yang

memiliki angka partisipasi politik yang cukup tinggi, tetapi juga
merupakan daerah rawan politik uang.

Siswa pendidikan menengah sebagai pemilih pemula di Bantul dapat
menjadi sasaran dari praktik money politics.

Permasalahan peran gender dalam politik di Indonesia yaitu dominasi
politik oleh kaum laki-laki.

Adanya permasalahan peran gender yaitu perempuan tidak perlu aktif
dalam dunia politik, maka mengakibatkan perempuan kurang berminat
untuk menyimak apa yang terjadi dalam sistem kenegaraan khususnya
permasalahan politik.

Sudah ada jaminan terhadap perempuan dalam peran politik, namun
belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum perempuan untuk
berperan dalam politik yaitu perempuan diberi kesempatan menempati
posisi di DPR minimal 30 persen dari jumlah anggota DPR, tapi belum
dimanfaatkan secara maksimal oleh kaum perempuan.

Kurangnya pemanfaatan organisasi sekolah sebagai upaya pendidikan
politik di sekolah.

Tidak semua sekolah memiliki organisasi siswa dikarenakan berbagai
keterbatasan.

Kurangnya keikutsertaan siswa dalam organisasi sekolah sehingga
memperoleh pendidikan politik hanya melalui proses pembelajaran di

kelas saja.
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Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada:

. Mudahnya akses informasi melalui teknologi informasi tetapi

masyarakat kurang berminat mengakses informasi yang berkaitan

dengan politik dan pemerintahan.

. Permasalahan peran gender dalam politik yang didominasi laki-laki.

. Aktivitas organisasi yang belum sepenuhnya memberikan pendidikan

politik kepada siswa, khususnya pada siswa pendidikan menengah

sebagai pemilih pemula di Kecamatan Bantul.

D. Rumusan Masalah
Dari pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut.

1. Adakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kesadaran
politik siswa pendidikan menengah di Kecamatan Bantul?

2. Adakah pengaruh gender terhadap kesadaran politik siswa pendidikan
menengah di Kecamatan Bantul?

3. Adakah pengaruh aktivitas siswa dalam organisasi terhadap kesadaran
politik siswa pendidikan menengah di Kecamatan Bantul?

4. Adakah pengaruh bersama antara pemanfatan teknologi informasi,

gender, dan aktivitas siswa dalam organisasi terhadap kesadaran politik

siswa pendidikan menengah di Kecamatan Bantul di Kecamatan Bantul?
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E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah

sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi
terhadap kesadaran politik siswa pendidikan menengah di Kecamatan
Bantul.

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh gender terhadap kesadaran politik
siswa pendidikan menengah di Kecamatan Bantul.

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh aktivitas siswa dalam organisasi
terhadap kesadaran politik siswa pendidikan menengah di Kecamatan
Bantul.

4. Untuk mendeskripsikan pengaruh bersama antara pemanfaatan teknologi
informasi, gender, dan aktivitas siswa dalam organisasi terhadap

kesadaran politik siswa pendidikan menengah di Kecamatan Bantul.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
dunia pendidikan khususnya Pendidikan Politik dalam Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan.
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2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam pengembangan
pendidikan politik khususnya dalam pengembangan pusat sumber
belajar yakni perpustakaan.

b. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa tentang politik melalui pemanfaatan teknologi
informasi, pemahaman gender dan aktivitas siswa dalam organisasi
sebagai pendidikan politik.

c. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan
kreativitas dalam memberikan pendidikan politik kepada siswa
melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemahaman gender dan
aktivitas siswa dalam organisasi sebagai pendidikan politik.

d. Bagi orang tua siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat
mendukung siswa agar lebih meningkatkan ketertarikan pada berita
politik dan pemerintahan.

e. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain
yang akan mengangkat tema yang sama namun dalam sudut pandang

yang berbeda.
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